INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 5 TAHUN 1993

TENTANG

PENDAYAGUNAAN ALUMNI

KURSUS KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang
: a.  bahwa dalam rangka membentuk kader-kader pemimpin pemerintahan yang memiliki profesionalisme, jiwa kejuangan, patriotisme dan disiplin, telah diselenggarakan Kursus Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (SUSPIMPEMDAGRI); 

b. bahwa para alumni SUSPIMPEMDAGRI dinilai sangat potensial dalam meningkatkan dan memperkuat kemampuan aparatur Pemerintah dalam melaksanakan otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;

c.  bahwa pendayagunaan alumni SUSPIMPEMDAGRI perlu dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tujuan peyelenggaraan kursus dimaksud;

d. bahwa untuk menjamin konsistensi pendayagunaan    alumni SUSPIMPEMDAGRI dipandang perlu menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

4.  Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor 35 Tahun 1989, Nomor Kep/99/IV/1989 tentang Penyenggaraan Pendidikan dan Latihan Pertahanan Keamanan Negara bagi Aparat Departemen Dalam Negeri;

5.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan
: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/1674/SJ, tanggal 21 Juni 1989, perihal Tindak Lanjut Kursus Kepemimpinan Aparatur Departemen Dalam Negeri; 

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/8764/SJ, tanggal 10 Juli 1990, perihal Pendayagunaan Lulusan SUSPIMPEMDAGRI; 

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/2311/SJ tanggal 20 Agustus 1992 perihal Camat yang sudah SUSPIMPEMDAGRI pada kecamatan yang termasuk Wilayah Pengembangan Kawasan Terpadu.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada
: 1.  Gubernur Kepala Daerah TingkatI Seluruh Indonesia, 

2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia.

Untuk
:

PERTAMA
: Mendayagunakan alumni SUSPIMPEMDAGRI:

1. Lulusan SUSPIMPEMDAGRI yang pangkat dan Diklat Penjenjangan Kariernya belum memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menduduki jabatan Camat, tetapi dinilai potensial, agar ditempatkan di Kecamatan sebagai Sekretaris Wilayah Kecamatan.

2. Lulusan SUSPIMPEMDAGRI yang pangkat dan pendidikan penjenjangan kariernya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dinilai potensial untuk menduduki jabatan Camat, diarahkan untuk menjadi Camat di Wilayah yang dilaksanakan Program Kawasan Terpadu.

3. Lulusan SUSPIMPEMDAGRI yang menduduki jabatan Camat yang lulus dengan kwalifikasi terbaik ditempatkan di wilayah KOTA MADYA DATI II atau Kota Administratif.

4. Lulusan SUSPIMPEMDAGRI yang telah menduduki jabatan camat dan dianggap potensial serta memenuhi syarat kepangkatan dan pendidikan penjenjangan karier sesuai ketentuan yang berlaku untuk menduduki eselon jabatan yang lebih tinggi, hendaknya diberi jabatan eselon III (III.a atau III.b), di Daerah Tingkat II dan selanjutnya mengikuti pola karier yang berlaku di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

KEDUA
:  Penempatan alumni SUSPIMPEMDAGRI dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam diktum MENGINSTRUKSIKAN PERTAMA, agar memperhatikan :
1. Potensial dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur Pemerintah.

2. Memiliki mental/tingkah laku yang dapat dibanggakan, tidak tercela sebagai pemimpin (Pamong).

3. Memenuhi persyaratan kepangkatan dan Diklat Penjenjangan karier yang ditentukan dalam tingkatan jabatan struktural, sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA
: Instruksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 27 Pebruari 1993

MENTERI DALAM NEGERI

RUDINI

TEMBUSAN
:

1. Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta.

2. Para Pejabat Struktural Eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

